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Dimensi Pancasila

Variabel
Persatuan

Variabel
Kerakyatan

Variabel 
Keadilan

Variabel
Kemanusiaan

Variabel 
Ketuhanan



Variabel Ketuhanan
✓ Adakah ketentuan yang

menegasikan pengakuan
terhadap keberadaan pemeluk
agama dan kepercayaan

✓ Adakah ketentuan yang
mengakibatkan adanya
pemaksaan terhadap agama atau
kepercayaan tertentu.

✓ Adakah ketentuan yang
menegasikan penghormatan bagi
kepentingan masing- masing
pemeluk agama dan penganut
kepercayaan dalam
melaksanakan ajarannya.

✓ Adakah ketentuan yang
menyebakan perpecahan
terhadap agama dan kepercayaan
yang berbeda-beda

✓ Adakah ketentuan yang dapat
menimbulkan intoleransi
kehidupan beragama



Variabel Kemanusiaan
✓ Adakah ketentuan yang menegasikan 

persamaan derajat, hak dan kewajiban 
sesama warga Negara.

✓ Adakah ketentuan yang dapat
menyebabkan tidak terjaminnya
perlindungan masyarakat.

✓ Adakah ketentuan yang menegasikan 
perlindungan penegakan, pemenuhan, 
dan pemajuan HAM.

✓ Adakah ketentuan yang menegasikan 
sikap tenggang rasa.

✓ Adakah ketentuan yang menegasikan 
saling menghormati dan kerjasama 
dengan bangsa lain.

✓ Adakah ketentuan yang menegasikan
rasa kemanusiaan dan budi pekerti.

✓ Adakah ketentuan yang menghambat
perlindungan setiap orang dalam
memperjuangkan kebenaran dan 
keadilan demi martabat kemanusiaan.

✓ Adakah ketentuan yang melarang 
kemerdekaan berserikat berkumpul



Variabel Persatuan
✓ Adakah ketentuan yang mengesampingkan

persatuan, kesatuan, keselamatan bangsa 
dan Negara dari kepentingan pribadi dan 
golongan.

✓ Adakah ketentuan yang menyebabkan tidak
terbatasnya keikutsertaan pihak asing. 

✓ Adakah ketentuan yang menegasikan rasa 
cinta tanah air dan bangsa.

✓ Adakah ketentuan yang menegasikan
semangat memelihara ketertiban dunia 
berdasarkan kemerdekaan, perdamaian
abadi dan keadilan social.

✓ Adakah ketentuan yang berpotensi
menghilangkan penghormatan terhadap
keragaman penduduk, agama, suku dan 
golongan, kondisi khusus daerah serta 
budaya nasional, 

✓ Adakah ketentuan yang menegasikan
pengakuan dan perlindungan nilai-nilai 
budaya lokal (kearifan lokal), 

✓ Adakah ketentuan yang tidak menjamin
keterlibatan masyarakat hukum adat.

✓ Adakah ketentuan yang menegasikan prinsip 
NKRI

✓ Adakah ketentuan yang mengandung resiko 
yang membahayakan kepentingan seluruh 
wilayah Indonesia



Variabel Kerakyatan
✓ Adakah ketentuan yang menegasikan

keseimbangan antara hak dan kewajiban
✓ Adakah ketentuan yang menyebabkan tidak

terjadinya pelibatan seluruh pihak terdampak
dalam pembentukan kebijakan

✓ Adakah ketentuan yang mengesampingkan
keutamaan musyawarah dalam mengambil
keputusan yang menyangkut kepentingan
bersama

✓ Adakah ketentuan yang berpotensi terabaikannya
tangung jawab atas keputusan hasil musyawarah.

✓ Adakah ketentuan yang mengandung nilai
pengabaian tanggung jawab tugas dan jabatan

✓ Adakah ketentuan yang mengabaikan
penghormatan terhadap aspirasi rakyat dalam
politik

✓ Adakah ketentuan yang mengabaikan
penghormatan terhadap perbedaan pandangan
dan kehendak orang lain.

✓ Adakah ketentuan yang menyebabkan tidak 
terjaminnya akses informasi publik dalam proses 
pengambilan keputusan.

✓ Adakah ketentuan yang menegasikan musyawarah 
untuk mencapai mufakat dalam setiap 
pengambilan keputusan

✓ Adakah ketentuan yang mengabaikan hak
masyarakat untuk berpatisipasi

✓ Adakah ketentuan yang menyebabkan tidak
terjaminnya pemberian peluang kepada
masyarakat dalam memberikan pendapat terhadap
pengambilan keputusan.

✓ Adakah ketentuan yang menyebabkan tidak
terjaminnya sistem kerja yang kooperatif dan 
kolaboratif. 



Variabel Keadilan
✓ Adakah ketentuan yang menyebabkan

terabaikannya prinsip kehati-hatian
✓ Adakah ketentuan yang menyebabkan

tidak terjaminnya peluang yang sama bagi
setiap warga negara untuk mendapatkan
akses pemanfaatan sumber daya.

✓ Adakah ketentuan yang menyebabkan
tidak terjaminnya pengutamaan
kepemilikan dan peranan nasional.

✓ Adakah ketentuan yang mengakibatkan
rusaknya ketertiban umum

✓ Adakah ketentuan yang menyebabkan
tidak terjaminnya keberlanjutan generasi
kini dan yang akan datang.

✓ Adakah ketentuan yang menimbulkan
hilangnya rasa aman dan nyaman bagi
warga masyarakat secara umum.

✓ Adakah ketentuan yang menegasikan
sikap dan perilaku yang merugikan orang 
lain

✓ Adakah ketentuan yang menegasikan
tumbuhya kemandirian bangsa.

✓ Adakah ketentuan yang menghambat 
peningkatan kesejahteraan bangsa.





BANDINGKAN DENGAN 

PENGATURAN:

Bagian Ketiga

Fasilitas Parkir di Ruang Milik Jalan

Pasal 11 s.d. Pasal 17 



Variabel: 

KEADILAN

Indikator: 

- ketentuan yang menyebabkan terabaikannya prinsip kehati-hatian

Variabel: 

KEMANUSIAAN

Indikator: 

- ketentuan yang dapat menyebabkan tidak terjaminnya perlindungan masyarakat



DIMENSI 
KETEPATAN JENIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Penilaian terhadap dimensi ini dilakukan untuk memastikan bahwa

peraturan perundang-undangan dimaksud sudah sesuai dengan hierarki

peraturan perundang-undangan (sejauh mana ketaatan peraturan

perundang-undangan pada asas hirarki dan asas hukum lain).

Bahwa materi muatan yang terdapat di dalam masing-masing jenis

peraturan perundang-undangan seharusnya dapat dibedakan.





NO. JENIS 

PUU

VARIABEL INDIKATOR

1. UU Mengatur lebih lanjut

ketentuan UUD NRI Tahun

1945, yang diamananatkan

secara tegas oleh UUD 1945 

Diamanatkan untuk diatur dengan atau dalam UU, dan disebutkan secara tegas

materinya (ada 39 ketentuan) 

Diamanatkan untuk diatur dalam UU, namun tidak disebutkan materinya (Pasal 

Pasal 33 dan Pasal 34). 

Mengatur lebih lanjut 

ketentuan UUD NRI Tahun 

1945, yang tidak 

diamanatkan secara tegas 

oleh UUD 1945 

Terkait pelaksanaan HAM dan pembatasan HAM

Terkait Pembatasan hak dan kewajiban warga Negara

Terkait Pelaksanaan dan penegakan kedaulatan Negara serta pembagian

kekuasaan Negara

Terkait Wilayah Negara dan pembagian daerah

Terkait Keuangan Negara

Pengaturan yang dapat membebani harta kekayaan warga negara

Perintah Undang-Undang

untuk diatur dengan

Undang-Undang

Diperintahkan secara tegas oleh UU lain

Tindak lanjut Putusan MK - Pengaturan akibat putusan MK

- Materi muatan sesuai dengan hasil putusan Uji Materi MK

Pengesahan Perjanjian 

Internasional tertentu yang 

perlu diatur dengan UU

Terkait masalah politik, perdamaian, pertahanan, dan keamanan negara;

Terkait perubahan wilayah atau penetapan batas wilayah negara Republik

Indonesia;

Terkait kedaulatan atau hak berdaulat negara;

Terkait hak asasi manusia dan lingkungan hidup;

Terkait pembentukan kaidah hukum baru;

Terkait pinjaman dan/atau hibah luar negeri.



2. Perppu Dalam hal ihwal 

kegentingan yang 

memaksa

Adanya kebutuhan yang mendesak untuk menyelesaikan masalah

hukum secara cepat

Adanya kekosongan UU/ belum ada UU yang mengatur

Mengatasi kekosongan UU dengan proses pembentukan UU secara

normal/biasa (yang dimulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, 

pengesahan dan pengundangan) tidak dapat dilakukan , karena kondisi yang 

mendesak membutuhkan kepastian dan penyelesaian dengan cepat

Materi muatan Materi muatan tidak boleh bertentangan dengan konstitusi

Materi yang diatur dalam perpu harus termasuk dalam kewenangan presiden, 

tidak boleh di luar kewenangan presiden

Materi yang diatur adalah materi yang harus diatur dengan UU, bukan materi

yang sejatinya untuk melaksanakan UU



3. PP Melaksanakan 

ketentuan Undang-

undang 

Diperintahkan secara tegas

Tidak diperintahkan secara tegas, namun diperlukan untuk melaksanakan

ketentuan UU 

Tindak lanjut Putusan MA Materi muatan PP sesuai dengan hasil Putusan Uji Materi MA 

4. Perpres Melaksanakan lebih lanjut 

perintah Undang-Undang 

Diperintahkan secara tegas (delegasian)

Melaksanakan lebih lanjut 

perintah Peraturan 

Pemerintah 

Diperintahkan secara tegas (delegasian)

Untuk melaksanakan 

penyelenggaraan 

kekuasaan pemerintahan

Tidak ada perintah dari PUU yang lebih tinggi

Tindak lanjut PutusanMA Materi muatan sesuai dengan hasil putusan Uji Materi MA

5. Permen Delegasi Permen yang didelegasikan oleh UU, materi muatannya hanya terbatas untuk

yang bersifat teknis administratif (petunjuk No. 211 Lampiran II UU 12/2011)

Atribusi Tidak bertentangan dengan PUU di atasnya

Mengatur struktur organisasi

Mengatur standar kerja

Mengatur metode kerja











Dimensi Disharmoni Pengaturan

Penegakan 
Hukum Hak

Kewajiban

Kewenangan

Perlindungan



Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) 

atau lebih PUU yang berbeda hierarki, atau yang sederajat, 

atau di dalam satu aturan, tetapi memberikan pengaturan

Kewenangan, Hak, Kewajiban, Perlindungan dan Penegakan

Hukum yang berbeda





UU No 22 Tahun 2009 tentang LLAJ

Perda DKI No 5 Tahun 2012 tentang Perparkiran





UU Cipta Kerja

Perda Lampung 

UMKM



Dimensi Kejelasan Rumusan

Setiap peraturan perundang-undangan harus disusun sesuai

dengan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan, 

dengan memperhatikan sistematika, pilihan kata atau istilah, 

teknik penulisan, dengan menggunakan bahasa peraturan

perundang-undangan





UU NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SPPA



Perda Lampung 

UMKM



Pada UU Cipta Kerja menggunakan istilah “Standar Mutu Barang dan Jasa”

Perda Lampung 

UMKM



Perda Lampung 

UMKM





Dimensi Kesesuaian Asas Bidang Hukum PUU 
yang Bersangkutan

Selain asas umum materi muatan dalam Dimensi Pancasila, 

PUU juga harus memenuhi Asas-asas hukum khusus sesuai

dengan bidang hukum PUU yang bersangkutan

[Pasal 6 Ayat (2) UU 12/2011]





UU 31 TH 2014 TTG 

PERUBAHAN 

UU 13 TH 2006 

TTG PERLINDUNGAN 

SAKSI DAN KORBAN



Dimensi Efektivitas Pelaksanaan PUU

Tujuan 
tercapai atau 

tidak

Dapat 
dilaksanakan 

atau tidak

Kedayagunaan 
dan 

kehasilgunaan



VARIABEL PENILAIAN EFEKTIVITAS

Aturan tidak operasional? 

Tidak ada SOP

Beban lebih besar dari

manfaat?

Belum ada pengaturan?

Persoalan kelembagaan/tata 

organisasi? 
Persoalan sumber daya

manusia?

Tidak relevan dengan situasi

saat ini?

Tidak ada akses informasi

bagi masyarakat?
Sarana prasarana tidak

menunjang? 
Budaya hukum?



REGULASI
❑ Aspek operasional tidaknya suatu PUU

❑ Aspek relevansi dengan situasi saat ini

❑ Aspek relevansi dengan Hukum 

Internasional

❑ Aspek kekosongan pengaturan

❑ Aspek Penegakan Hukum

❑ Aspek Pengawasan

NON REGULASI

❑ Aspek Koordinasi /Tata Organisasi

❑ Aspek Sumber Daya Manusia

❑ Aspek Sarana dan Prasarana

❑ Aspek Budaya Hukum Masyarakat

❑ Akses Informasi Masyarakat

❑ Aspek Partisipasi Masyarakat

❑ Aspek Standar Operasional Prosedur

❑ Aspek Teknologi Penunjang Pelayanan

❑ Aspek Pelayanan dan Batasan Waktu

❑ Aspek Public Complain
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